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PUTUSAN
NOMOR : 36/ PID 12014/ PT. MTR.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

idan : . .
pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap . SAIFUL HEMON:

Tempat lahir . Dompu:

Umur/tanggal lahir © 43tahun /02 September 1969 :

Jenis kelamin © Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Samili, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu ;

Agama | o lslam;

Pekerjaan . PNS (Guru);

Pendidikan : D2,

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : MUHAMMAD
NUKMAN, SH.dan YAN MANGANDAR PUTRA, SH. keduanya Advokat pada kantor

MUHAMMAD NUKMAN, SH & ASSOCIATES Advokat and Legal Advicer, yang beralamat di

Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04 / MN. ADV-LA / SK. PID / 2014, tertanggal

05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11

Maret 2014 dibawah Register Nomor : 09 / SK. PID /2014 / PN. DOM;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;
rat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahka-r[%l;an mgmesm%erug\a untu aIu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dlmungklnkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharus nya ada, namun b rsgdia, maka harap segera hubungi Eniter; |
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Kepan'.é?a‘?m lliknya (ahl

pelaksar

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi
Mataram tanggal 14 Juli 2014 Nomor - 36/PID/2014/PT.MTR tentang Penetapan
Hari Sidang PemMbACAAN PUIUSAN :wxexercmrmmemaeeemmacams camsmmmmmmsmmme e s e s

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan
Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014 No.
80/PID.B/2013/PN.DOM. dalam perkaranya Terdakwa ;--------s---e-mszesmsresmmammmmmeees -

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor :

REG.PERK : PDM- 49/Dompu/09/0913, tanggal 03 Oktober 2013 Dompu Terdakwa

o et i

didakwakan sebagai berikut ---e--ceecemmeeeeeeoeee e
Bahwa terdakwa SAIFUL HEMON, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar

pukul 09.00 Wita, atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei
2013bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau membebani dengan creditverband
sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai

atau yang turut mempunyai diatasnya adalah orang lain. Perbuatan mana dilakukan

terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah
menjual tanah seluas 5 are (500 M?) kepada HAMED dengan harga Rp.157.500.000,-
(seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sesuai dengan surat
perjanjian pengalihan hak (jual beli labur) tanggal 13 Mei 2013 yang dilakukan oleh
terdakwa selaku pihak pertama (penjual) dan HAMED selaku pihak kedua (pembeli) dan
diketahui oleh Lurah Karijawa yang bernama SUJONO, S.Sos., serta 2 (dua) orang
saksi masing-masing bernama AHMAD IDRIS dan H. M. SALEH JAMALUDIN ; ---------

Terdakwa menjual tanah dimaksud kepada HAMED tanpa sepengatahuan dari

i waris Hj. SUHARNI), karena diketahui bahwa tanah tersebut seluruhnya

an fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan tekni tktdg akurasi dan keterkini
Jum terseglla maka har p segera hupungi Kepanitgraan Mahkamah A

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ad un b, g 4
\wariskan kepada anak-anaknya’ yany

enai - yefeiabrmitikeatmarh uredl: SWHARNI yang tela

Indonesia berusaha ntuk selalu mencantumkar |nforma5| paling kini dan akurat sebagal bentuk komltmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan3| dan akuntabilitas
informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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rupiah), hal tersebut sesuai dengan bukti kwitansi jual beli labur, kemudian dibuatkan

akta jual beli tertanggal 17 Januari 1991 Nomor: 03/JAN/DPU/1991 :

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban/ahli waris Hj. SUHARNI secara materii
merasa dirugikan senilai tanah yang dijual atau + sebesar Rp.157.500.000,- (seratus
lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), disisi lain terdakwa diuntungka dari hasi

penjualan tanah tersebut ; ----------—-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 385 ke-

TKUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No

REG. PERK : PDM- 49/Dompu/ 0913, tanggal 21 Februari 2013 terhadap Terdakwz

telah dituntut sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL HEMON bersalah melakukan tindak pidana dengar
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual
menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belurr
bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turuf

mempunyai diatasnya adalah orang lain, melanggar pasal 385 ke-1 KUHP sepert

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIFUL HEMON selama 7 (tujuh) bular

penjara dikurangi selama terdakwa ditahan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan ;

3. Barang bukti berupa :
- 1 (lembar) kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So

Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan
MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ; -----=--------- -

- 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan

MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat

- Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990 ;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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gar terpidana dibebani membayar biaya perkara seb

esar Rp. 2.500,- (dua
4. Menetapkan a

-----
o o o

ribu lima ratus rupiah) ;

atakan Terdakwa SAIFUL HEMON bersalah melakukan tindak pidana dengan

5. Meny

maksud menguntungka

n dirl sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual,

erband sesuatu tanah yang belum

menukarkan, atau membebani dengan creditv

padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut

persertifikat
n, melanggar pasal 385 ke-1 KUHP seperti

mempunyai diatasnya adalah orang lai

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIFUL HEMON selama 7 (tujuh) bulan

penjara dikurangi selama terdakwa ditahan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan ;

7. Barang bukti berupa :
o Karijawa (So

1 (lembar) kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore S

Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan

MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ; ——

1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan

MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat

Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990 ;

1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjiian pegalihan hak, tanggal 12 Juni

2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa) ;

8. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua

ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah

menjatuhkan putusannya No : 80/PID.B/2013/PN.DOM. tanggal 27 Februari 2014 yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : -------=---=s--- mmmmne -
1. Menyatakan terdakwa SAIFUL HEMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan

melawan hakmenjual sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa

Disclaimer . .
.
Ke ",
pel,;akz:ﬁnfriﬁgg:mamgggiﬁl[qlﬁtﬁ&&%cﬂddﬁlamg FARG AU ramroennrrommma ey SRR R RS YA S ias
. - ertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yan i sajil i iki i
] ¢ " mungx | € g kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mzlalui : .

el @enepemfatuttkan  pittafia™ tetivatiap terdakwa SAIFUL HEMON oleh karena itu dengan pidana
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oy g Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So
Jado), persii No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR

SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ;
(satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR

SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06

Nopember 1990 ;

-1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pegalihan hak, tanggal 12 Juni 2013

yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya

berupa ;

- Foto copy putusan perkara Nomor : 9 / Pid. R/ 2013 /PN. Dom ;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Sulaiman ;

- Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor No. STLB/262a/V /2013 /NTB/Res. Dompu ;-—---—-

- Foto copy gambar denah tanah ;

- Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah ;

- Foto copy daftar silsila keturunan Mansyur Sulaiman (Su Sulaiman) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua

ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Dompu masimg pada tanggal 2 7 Februari 2014 , dan tanggal 05

Maret 2014, sehubungan dengan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2014,

kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Disclaimer

N‘éﬁgﬁl‘ H@I m hal-hal tertentu masih.dinungkinka adi
Mrmasi van Trakorast ATk e IR ISTHTAS yang kami sajikan, hal mana akan terus kam
yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI n']zgl:?'k' e waldu ek

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Pengadilan
Dompu, yang pada pokoknya mengemukakan hal-ha| sebagai berikut :

Neger ' DOmP. yang pada pokoknya mengemuiakan hal-hal sebagai beriuy -

1. Bahwa Pembanding dalam Memori Banding ini hanya memuat yang pokok-

pokoknya saja.

2014, dan Terdakwa telah menyatakan banding pada saat itu itu juga sesaat setelah
pembacaan putusan dihadapan Majelis Hakim. Oleh karena demikian, pernyataan
banding Pembanding dapat dinyatakan diterima sehingga Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram dapat menerima dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Tinggi yaity
Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram.

Bahwa karena terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan banding
oleh Pembanding dengan sendirinya putusan tersebut belum mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. Untuk itu, Hakim Tinggi masih berhak menguji penerapan Hukum
oleh Hakim tingkat pertama baik hukum formil maupun hukum materil.

Bahwa pada prinsipnya memori banding ini akan mengambil alih semua alasan

eksepsi, nota pembelaan/pledoi dan duplik dan dianggap termuat dalam memori

banding ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014 nomor:

80/Pid.B/2013/PN.DOM pada hakekatnya Pembanding menolak putusan tersebut
baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya, karena putusan tersebut tidak

mencerminkan kebenaran dan jauh dari rasa keadilan dengan alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara g quo begitu tergesa-

- g esaite rb u ru -d a |am| m ? n :ﬁn?olr‘rjngi‘gm%gr!ini dﬂmkgmMamitm;MkanmLm pelm
Klespamteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantuml

) -
anyaimervens
i kewaktu.
i i saji rus kami iRi
i i inian informasi yang kami sajikan, hal mana akén te
hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian ini 3%
i dilan. Namun dalam hal-hal tertentu
pelaksanaan fungsi pera

i hi ya ad belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6
i i 1 rmuat pada sitys ini informasi yang seharusnya ada, namun belum ,
e remerenand IRLETIS, FARTE Bada Benuntut Umum maupun dan Penasehat Hukum Terdakwa
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cepat, dengan tenggak wakty sebagai berikut:

Pembacaan Tuntutan Penunt

Umum hari Jum'at tanggal 21 Fepryari 2014, Pembacaan Pledoi Penasch
Hukum  Terdakwa hari Senin tanggal 24 Februari 2014, Pembacaan Repl
Penuntut Umum hari Raby tanggal 26 Februari 2014, dan Pembacaan Putusz
hari Kamis tanggal 27 Februari 2014. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim hany
dengan alasan bahwa Ketua Majelis yaitu Hakim ANAK AGUNG OK
MAHARDIKA, SH dan Hakim Anggota | MARJANI ELDIARTI, SH telah menerir
surat tugas pindah ke pengadilan negeri lain. Kami Penasehat Hukum Terdaky
mepilai apa yang dilakukan Majelis Hakim merupakan sesuatu yang tidak ben:
karena akibat dari sikap buru-burunya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putus:
tersebut telah melahirkan putusan yang cacat secara hukum dimana Maje
Hakim tidak secara objektif, tidak menyeluruh dan tidak secara jujur menilai fak
yang terungkap dalam persidangan. Sehingga kami Pembanding meni
merupakan sebuah keharusan bagi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Matarz
untuk memeriksa ulang dan mengadili sendiri perkara a quo secara mendet
dan objektif.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2013 kami Pembanding menerir
salinan putusan perkara a quo begitu kaget melihat ketebalan lembaran putus:
yang sampai 74 halaman dan sempat berpikir bahwa Majelis Hakim begitu seri
terhadap perkara a quo meski Majelis Hakim terburu-buru menentukan h:
putusannya. Namun amat disayangkan dari 74 halaman tersebut hanya
halaman berisi fakta dan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dan itup
pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak ada sama sekali mengutip referer
hukum baik berupa yurisprudensi, doktrin maupun yang lainnya yang menja
dasar hukum dalam putusannya. Sehingga secara tegas Pembanding menil

bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumn

Disclimer iskin.ak f [ hukum d ti isertai alasan-alasan ser

Kepaniteraan Mahkamah m!ﬁhl&lﬂdoﬂ gt’s!ha’u.ﬁ sga'u‘ﬂega§ kan iM mas"l{)!lg'l‘g kit ggu&s‘é{!gtall é%ﬂo[ﬂllnga llgmgwl%gugl!%k pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : man 7
{onvoldoettie
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pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan meminta kepada Hakim Tinggi

pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa ulang dan mengadili sendiri
perkara a quo secara mendetail dan objektif.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu menciderai asas kepastian
hukum, dimana Terdakwa/Pembanding sebelumnya pada tanggal 10 Mei 2013
didakwa telah melakukan tindak pidana penyerobotan/penguasaan tanah
tanpa hak atas tanah yang juga menjadi objek dalam perkara a quo yaitu tanah
di So Lakantore Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu
seluas £ 50 Are dan oleh Hakim Tunggal ANAK AGUNG OKA MAHARDIKA, SH
(yang juga Hakim Ketua Majelis dalam perkara a quo) berpendapat dalam
pertimbangan hukumnya bahwa perkara tersebut mengandung sengketa
perdata sehingga Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum
dengan putusan nomor: 09/PID.R/2013/PN.DOM dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap/ingkrah (vide Putusan nomor: 09/PID.R/2013/PN.DOM). Namun,
dalam perkara a quo Hakim ANAK AGUNG OKA MAHARDIKA, SH berpendapat

berbeda dan bahkan saling bertentangan dengan pendapat hukumnya dalam

putusan nomor: 09/PID.R/2013/PN.DOM. Dimana diputusannya dalam perkara a
quo Hakim menilai bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana menjual tanah yang belum bersertifikat padahal
diketahui bahwa yang mempunyai diatasnya adalah orang lain sehingga
Terdakwa dipidana penjara 3 (tiga) bulan. Hal ini pasti akan berdampak buruk
bagi institusi pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Dompu yang sudah tidak
mampu lagi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga masyarakat
pasti akan menilai bahwa Pengadilan sudah tidak bisa lagi memberikan keadilan.
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual

Disclaimer

cepaieraan vararANAL.YANG. bhﬂLumaheJ:sertlﬁkatpalpadahatlsewked'@hrm vbahwa ‘yang-mempunyai--:
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan n keterkinian informasi yang kami Sajikan, haf mana s kami p&rbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedla maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

s emessodigtastrya “addtdtt “6fang lain, ini merupakan pernyataan yang penerapan
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dijual Terdakwa kepada saksi Hamed seluas 5 Are merupakan bagian dari

yand

keseluruhan tanah yang luasnya = 50 Are yang terletak di So Lakantore

jurahan Karijawa yang merupakan tanah milik Terdakwa yang merupakan

Ke

warisan dari ayah Terdakwa Hemon Mansyur yang sebelumnya diperoleh Hemon

Mansyur dari orangtuanya yaitu Mansyur Sulaiman Alias Su Sulaeman (kakek

Terdakwa), yang juga dibuktikan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan

Kepemilikan Tanah secara Adat an. Su Sulaeman dari Kelurahan Karijawa No.
V1/570/07/1991 tanggal 05 Januari 1991 dan Niet Rinjiekan an. Su Sulaeman

atas tanah yang kuasai Terdakwa tersebut dan Terdakwa maupun Kakek

Terdakwa Su Sulaeman tidak pernah menjual labur kepada siapapun termasuk

kepada Hj. Suharni H. Syarifuddin, BA (orangtua saksi Anggun Khusnul

Khatimah, DKK) melainkan hanya dengan cara gadai Hj. Suharni H. Syarifuddin,

BA, sedangkan di sisi yang lain menurut keterangan saksi Anggun Khusnul

Khatimah, saksi Erly Yustika Wati, SE dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS

(saksi korban) bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah

milik para saksi yang merupakan warisan dari orangtuanya yaitu Hj. Suharni H.

Syarifudin, BA. Dan antara Terdakwa dengan saksi Anggun Khusnul Khatimah,

) sama sama tidak memiliki bukti sertifikat hak milik atas

DKK (saksi korban

tanah tersebut. Sehingga disini terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dengan

saksi Anggun Khusnul Khatimah, DKK harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai

status kepemilikan (hak milik) atas tanah tersebut dan itu merupakan domain
“sengketa perdata”.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam uraian fakta di pertimbangan hukumnya pada

halaman 66 point nomor 3 dan halaman 69 baris ke 3 s/d ke 7 yaitu ‘bahwa

Terdakwa pernah mengajukan sertifikat atas tanah yang dijual kepada saksi

Hamed tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Dompu namun ditolak karena anak-

ri Hj. Suharni yaitu saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Earli Yustika

Disclaimer n
Kepamteraan Mahkamah Agling epubq Indonesta b
erusaha untuk selalu mencantumkan infol
e ralen. o rmasi paling kini dan akurat sebagal bentuk komltmen Mahkal
i per: lamun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian infol rmar:ayk| Astnirzl\:tpe'iyﬁ;nan pUb“k trans”arans' S
mana s kami perbaiki dal |wakt kewaktu.

Dalam hal Andamenemukan inakurasi informasi yang termuat a sitys ipiatau infermagi sel a
e e agivo @ o (@ N Saksi Lodi ANFal WA S S keberatan -atas-penguasaan  uuman o
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enunjukkan bukti surat penolakan maupun menghadirkan saksi ahli dari BPN
m

yang menjelaskan bahwa Permohonan  sertifikat oleh Terdakwa ditolak,
melainkan keterangan tersebut hanya keterangan sepihak dari saksi Anggun
Khusnul Khatimah, DKK (saksi korban) karena fakta yang sebenarnya bahwa
saksi Anggun Khsusnul Khatimah, DKK dan Terdakwa telah sama-sama
mengajukan permohonan sertifikat hak milik dan sama-sama menunjukkan bukti
kepemilikan atas objek tanah yang sama, dan oleh pihak BPN melakukan
penundaan (pending) atas permohonan kedua belah pihak tersebut dan
menyarankan agar diselesaikan sengketa perdata di pengadilan terlebih dahulu.
6. Bahwa kami Pembanding berkeyakinan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dalam persidangan bahwa perkara ini mengandung “sengketa keperdataan”
dan masih adanya prajudisiil geschild mengenai siapakah yang berhak
atas tanah dalam perkara a quo antara dua pihak yaitu sengketa pihak
Terdakwa yang menyatakan bahwa tanah yang dijualnya tersebut kepada saksi
Hamed adalah tanah milik Terdakwa yang merupakan warisan dari orangtuanya
Hemon Manyur yang mana Hemon Mansyur diperoleh dari pemberian
orangtuanya Mansyur Sulaeman Alias Su Sulaeman, bersengketa dengan saksi
Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erly Yustika Wati, SE dan saksi Dodi Admiral
Wirabuana, SS yang menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa
tersebut adalah tanah milik para saksi yang diperoleh dari warisan orang tuanya
Hj. Suharni H. Syarifudin, BA.
Bahwa dengan adanya sengketa keperdataan tentang hak milik atas tanah
yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Hamed antara Terdakwa dengan
saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erly Yustika Wati, SE dan saksi Dodi

Admiral Wirabuana, SS, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa

berpendapat bahwa Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini tidak

Disclaimer
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11

, SE dan saksi Dodi

Admiral Wirabuana, SS sehingga menjadikan suatu permasalahan yang

harus dibuktikan para pihak (tegen bewifs)

terlebih dahulu dan inj merupakan

lingkup domain hukum perdata. Dan pendapat kami Penasehat Terdakwa

tersebut telah bersesuaian dengan doktrin hukum dan yurisprudensi

Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembalj hal. 126-127, yang pada intinya

menjelaskan bahwa apabila tindak pidana yang didakwakan kepada

Terdakwa mengandung ‘sengketa perdata” maka hal tersebut merupakan

salah satu alasan untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan

hukum (onsfag van rechtsvervolging).

Yurisprudensi Putusan MA Rl No. 645 K/Sip/1982 tanggal 15 Agustus
1983 yang memuat kaedah ‘perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan

terbukti, tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, sebab

apa yang didakwakan.......... termasuk bidang perdata” (vide M. Yahya

Harahap, SH; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan

Kembali; Edisi Kedua: Cetakan Keempat, PT. Sinar Grafika, 2002; hal.
353).

Yurisprudensi Putusan MA Rl No. 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember
1979, yang memuat kaedah ‘perbuatan tertuduh bukan merupakan tindak
pidana melainkan suatu hubungan keperdataan, sehingga tertuduh
dilepaskan dari segala tuntutan hukum” (Vide Himpunan Kaedah Hukum

Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi MA RI Tahun 1969 - 2004,

%mtuﬁglymggntﬂ L] |r% Qagygmg m! agQ lb)gal bentuk komltmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publlk transparan3| dan akuntabilitas
al

iki dari waktu kewaktu.
informasi yang kami sajikan, hal mana us kami perbai

di permasalahan teknis terkait dengan si dan keterkini

n funy adilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terja ahAun am perbel

‘I;allatn hal Anda ?ne:emukan |nakur§| informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedla maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkam gung

Email : kepaniter:

an@mahkamah:

& ~karemer® berdasarkan fakta dalam persidangan, doktrin dan
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tidak merupakan suatu tindak pidana , maka berdasarkan ketentuan ps 1191
sa

ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum A
Cara

Pidana (KUHAF) Terdakwa harus diputus dilepaskan dari segala tuntut
an

hukum (onslagh van rechtsvervolging),
7. Bahwa kami Pembanding menilai terlalu prematyre Hakim tingkat pert
ertama
menyatakan perbuatan Terdakwa yang menjual tanah dj So Lakantore

Kelurahan Karijawa kepada Saksi Hamed -
maksud hendak menguntungkan diri send:jzlz: :erbuatan .
sesuatu tanah yang belum bersertifikat ) Taawan o s
padahal diketahui bahwa yang
mempunyai diatasnya adalah orang lain” melanggar Pasal 385 ke 1 KUHP
karena Terdakwa dari awa| sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahuly
bertemu dan membicarakan segala hal terkait jual beli tersebut termasuk
membicarakan mengenaij luas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi
Hamed adalah seluas 5 are dengan harga Rp. 157.000.000,- dan dilakukan
dihadapan Kepala Kelurahan Karijawa, ini merupakan bentuk itikad baik dari
Terdakwa untuk melakukan proses jual beli secara terang dan semestinya hal
ini dilindungi oleh lembaga hukum serta dalam persidangan terbukti bahwa
saksi Hamed baru menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada
Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 97.000.000,- akan diserahkan setelah
Terdakwa mengurus sertifikat atas tanah tersebut, dan hal ini dalam hukum
tanah tentunya bertentangan dengan asas kontan dan tunai, namun
karena Terdakwa dan saksi Hamed paham bahwa tanah yang diperjual
belikan tersebut belum memiliki sertifikat maka hal tersebut tidak
dipermasalahkan sehingga proses jual beli antara Terdakwa dengan saksi

Hamed belum dianggap selesai (vide keterangan saksi Hamed, saksi

Muhammad Saddik, saksi Abdul Jafar, saksi Sujono, S.Sos dan keterangan

Disclaimer }5 !
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, Menerima permohonan banding Pembandingﬂ' erdakwa:

1a°)

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Do,
| Pu Nomor. 80/piq g
' -BI2013/PN.DOM:
MENGADILI SENDIR |

1. Menyatakan  Terdakwa - Syaiful Hemon terbukti melakukan
; perbuatan
didakwakan kepadanya tetapi perbuatan it bukan merupakan suaty t o

2. Melepaskan Terdakwa Syaiful Hemon dai $egala tuntutan hyk
ukum;

3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti keadaan semy|
ula;

4. Membebankan biaya perkara pada Negara atay

Demikian memori banding dibyat dan ditandatangai oleh kam Pembandi
ing agar

dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Tinggi yang mulia untuk menjatuhk
njatuhkan

putusan yang seadil-adilnya.

Menimb
ang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksg

P ' o
enuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 201 ya
ng

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tangga 24 Maret 2014
, yang

pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut -

- Bah : ,
anwa putusan Pengadilan Negeri Dompu yang menghukum Terdakwa SAIFUL

HE : :
MON dengan Pidana Penjara selama 3 ( tiga ) bulan belum memenuhi rasa

dianc
am dalam pasal 385 ke-1 KUHP dengan ancaman maksimum selama 4

em ' i
( empat ) tahun Penjara, sehingga hukuman selama 3 (tiga ) bulan penjara masih

kuran ' i
9 memenuhi rasa keadilan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP)

Ol i ini
eh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataran menerima
er i
Permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana

iscl aimlr' M Bn
Eepal\niteraan MahkamalYAgutn?R"(egmk L%Eggniégﬂ uﬁAllEouwahdrEM‘QMi tma}ﬁ] dE&lRlMH&tHg%@aﬁa"Sth n('\m?aklﬂk@ n‘%ﬁe?gqla dan akuntabilitas
i yang kami Sajikan, hal mana akan terus kami

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yan
Dalam hal Anmgmﬂasﬁfor asiﬁmg termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
u .[;\aa

Email: kepanierash vpretarta-dergan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secra

perbaiki dari waktu kewaktu.

Halaman 13
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pelum persertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atay yang turut
yang

punyai diatasnya adalah orang lain, sebagaimana diatyr dan ancam dalam pasal 385
m

ke-1 ( KUHP)

venjatunkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL HEMON dengan pidana Penjara selama
2.

) bulan penjara atau setidak-tidaknya ¥

th atau lebih dari tunutan selama 7 ( tujuh )

ylan peniara denganperintah agar Terdakwa ditahan RUTAN, dan dibebani membayar

biaya perkara sebaesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah )

kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Februari 2014

Sesuai dengan apa yang

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penasihat
Hukum Terdakwa diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding
rertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu
pada tangga 24 Maret 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan
diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2014

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut ;

1. Atas pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum pada poin 1 diatas, kami tidak

sependapat dan kami justru mengapresiasi Majelis Hakim yang menyidangkan

perkara aquo dengan cepat, cermat dan teliti, karena hal tersebut telah

mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan:;
2. At i
as pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum pada poin 2 diatas kami menganggap

bahw . : : ,
a Majelis Hakim secara arif dan bijaksana telah mempertimbangkan fakta-fakta

hukum i i
yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi petunjuk

Surat dan ke i
terangan Terdakwa, sehingga menurut kami telah cukup alasan, Majelis

Hakim
memutuskan terdakwa terbukti bersalah dalam perkara a quo ;

3. Atag end
Pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum pada poin 2 diatas, kami berpendapat

bahwa
Perkara Penyerobotan//penguasaan hak berbeda dengan perkara aquo

sebagaij ; :
9a8lmana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP. baik

Disclaimeperbuatan z

Kepaniteraan Mahkamah Agung FJ;DJMQIUJQ beﬁi@’“ﬁuk xm card' a Q,K ipi dan I bagai pentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kep: @mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



15
ebut pada tahun 1990 telah dijual oleh kakek terdakwa kepada Alm.

care” i atas jual beli tersebut terdapat bukti berupa :
HAR

) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So Lakantore/Sg
1 (satu

. yalSo Jado, persil No. 6 No. Kohir 117 atas nama MANSUR, Luas 0,50 Ha
Karija

seharga R
A dan MANSUR SULAIMAN Als SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 :

. 2,000.000.- (dua juta rupiah ) anatar HJ. SUHARNI SYARIFUDDIN

B
gurat jual beli tanggal 6 Nopember 1990 ( cap/stempel Garuda );
1(satu ) rangkap akta jual beli antara HJ. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan

MANSUR SULAIMAN Als SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 :

5 Atas pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum pada poin 6 diatas, kami berpendapat
bahwa pernyataan Terkwa bahwa ia juga mengajukan sertifikat ke Kantor BPN Kab.
Dompu adalah keterangan terdakwa sendiri dan apabila benar terdakwa mengajukan
sertifikat jelas tidak akan diproses oleh Kantor BPN karena selain terdakwa tidak
punya hak dan tidak punya bukti atas tanah tersebut ada orang lain yang merasa
keberatan apabila tanah tersebut disertifikatkan oleh terdakwa, yakni korban
ANGGUN KHUSNUL KHOTIMAH dan keluarganya ;

6. Atas pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum pada poin 7 diatas, kami tidak
sependapat karena semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 telah dapat dibuktikan, fakta-fakta
diperidangkan telah dapat menggambarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan
kepada terdakwa secara lengkap dan jelas sehingga perbuatan terdakwa dalam
perkara a quo adalah perbuatan pidana bukan keperdataan;

7.Atas Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan
Peninjauan Kembali halaman 126-127 Yurisprudensi MA Rl No. 645K/Sip/1982
tanggal 15 Agustus 1983 dan Yurisprudensi MA RI No. 192 K/Kr/1979 tanggal 27

Disclaimer D es
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asehat hukum/terdakwa dalam poin 9 diatas justru menurut kami
n

o enda apat pe
can adanya
endi oleh penasehat hukum/terdakwa dalam memori bandingnya bahwa

|I'I

ansaksi jual beli telah selesai, hal tersebut sebagaimana di

meﬂunjuk

terang enjual telah sepakat dengan harga dan obyek tanah yang di jual,
dan P

ell . “e .
emb relah sepakat para pihak membuat surat perjanjian jual beli di kantor
se

Karijawa dan di setujui oleh lurah Karijawa SUJONO, S.sos dan kemudian
elurah@n

kan surat jual beli pengalihan hak pada hari senin tanggal 13 Mei 2013.
di buatka

tnya pihak uang di serahkan secara kontan/tunai sebesar Rp 100.000.000.-
gelanju

ratus juta rupiah) dari harga yang di sepakati sebesar Rp 157.000.000,- (seratus
(se

ima puluh tujuh rupiah), sisa pembayaran akan di bayar setelah terdakwa
|

memberikan sertivikat, jadi menurut kami bahwa jual beli tersebut telah selesai, dan
belum di bayarkan uang seecara lunas oleh pebeli (HAMED) di karenakan sertivikat

belum ada bukan kerena jual beli belum selesailtidak jadi;

Jika dibaca dan di pelajari secara seksama bahwa alasan yang di kemukakan oleh

pemohon banding seluruhnya adalah berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan padahal materi pokok perkara telah di periksa di persidangan oleh
Pengadilan Tingkat Pertama yang di akhiri dengan amar putusan yag pada intinya
terdakwa terbukti bersalah melakukan Perbuatan Tindak Pidana sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP dan oleh karena itu maka terdakwa
di jatuhi hukuman.

Bahwa putusan Judex Factie telah cukup dalam pertimbangan hukumnya, serta telah
di dukung lebih dari 2 alat bukti yaitu;

1. Alat bukti keterangan saksi:

2. Alat bukti surat:

3. Alat bukti keterangan terdakwa dan;

4. Alat bukti petunjuk

AL S Bt U mhengangaap-bakwa akia-TaKIA. Ja et gKap-
rusnya namun

belum tersedia, maka harap segera hubungl Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

DerSIdnnngn e e e aan aleh lidexy Factie

tabilitas
ari waktu kewaktu.
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4a hal-hal yang menyangkut
pa

ppakah dalam
an dalam penerpan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang

n . .
berkenaa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata ada

kelalai
kurang lengkap;
pemeriksaan pada tingkat banding, baik terdakwa, saksi-saksi Figupun
ahi tidak di dengar lagi keterangannya secara langsung kecuali Majelis
Hakim Tinggi menganggap perlu;

Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenagnya;

Demikian kontra memori banding atas memori banding terdakwa, kami mohon

agar Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan;

1. Menyatakan menolak memori banding yang diajukan oleh terdakwa SIFUL
HEMON;

2. Menyatakan menerima KONTRA MEMORI BANDING yang ajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negri Dompu.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat
pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 10 Maret 2014
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu  yang menyatakan
bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama,

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-
Syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut

Secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama

berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelak:

Dalam hal And

Email

: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ex[gl
s

%ijﬂmr\i n, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkajt denga mﬁan keterkinian informasi Q 'ikamHHeru baiki dari waktu kewaktu.
Mi Nq iat pata gabfor@s‘;wang elbmmamun by els®ia, mﬁej}iéege i iter. ahkamai™Agung RI metlui :
&
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T _ bahwa Terdakwa dalam melanggar
i | jenimband gdar pasal 385 ke- 1 KUHP yang

nsur pokoknya adalah sebagai berikut;
nsurY

Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain:
1.

) Secara melawan hukum;

g Menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang Suatu hak atag tanah
Negara atau swasta atau gedung atau tanaman atay bibit ditanah it : a
4 Yang diketahui bahwa orang lain yang berhak atay turut berhak atas tanah ity-
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan syrat bukti ya’n
erungkap dipersidangan, memang terbukti Terdakwa telah Menguasai dan atay menju:
gnah perkara kepada saksi, namun status dari tanah perkara tersebyt menurut putysan
nakim perkara No.9/Pid.R/2013/PN.Dom. telah ditetapkan bahwa perkara tersebyt
adalah termasuk wilayah perkara perdata, dan Putusan tersebut telgh mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan telah terbukti
l,

namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena ity

sesuai dengan ketentuan pasal 191 ( 2) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan

dari segala tuntutan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka putusan

Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014 Nomor . 80Pid.B/2013/PN.Dom.
tdak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan
mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepas dari segalan tuntutan hukum,
Maka sesuaj dengan ketentuan pasal 97 (1) (2) KUHAP maka hak-hak Terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

N Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum

Kepatﬁs Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelak! u

agsbimma d? m hal-hal tertentu masih dimyngkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengary gkurasi;dan lEIerkinian infor: Taﬂg kﬂl &miirn ¢ ida)aiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda mene aku'e ka;awjt (S LR stt]fﬂb!_ﬂorr&% pu &hun b;hﬂgka aw;ﬁl ng ﬁ - h ‘melalui : Hal 18
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman

Nama.
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pasal 191 (2) pasal 97 (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 27
engingat

pasal -pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan

erta
ghun 1983 se
ini |
perk@®’ MENGADILI
[ima permohonan banding dari Tedakwa dan Jaksa Penuntut Umum .
. Mené :

Jembatalkan ~putusan Pengadian Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014

Nomor : 80Pid.B/2013/PN.Dom. yang dimintakan banding tersebut ; —meeee___

MENGADILI SENDIRI
_ Menyatakan perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa terbuki tetapi perbuatan

itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
_ Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum:

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya;

- Menetapkan barang bukti ;

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (S
0

Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 050 Ha seharg
) ' a

antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR
SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 -

-1 (satu)

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR

Su
LAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06
Nopember 1990 :

-1

sat ' i perianii
u) lembar surat penarikan kembali perjanjian pegalihan hak. tanggal 12 Juni 2013

yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini :

Terha i-bukti b ol
dap bukti-bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
berupa ;--em-o....

- Foto copy putusan perkara Nomor : 9/ Pid. R /2013 / PN. Dom ;

¥

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Sulaiman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi Tﬁﬂw?& magih di ﬁ? erjadi permam;\ g/ ﬁﬁzﬁ kuras u lﬁ lﬁa fo) ?a ajlkan | mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan |nakuE; fOl Bda H L@M T ﬁgaaerz a%a Lgsfﬁm E&&ta mul AGNg Rl melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) H ' Iaman 19
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Di kembalikan kepada siapa barang bukti tersebut di sita;
|

~ Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Neg:
Demikianiah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Peng
Tinggl Mataram pada hari Sinin tanggal 21 Juli 2014 oleh kami : H. A. FAl
TAMAM, s.H.M.Hum , sebagai Hakim Ketua Majelis, R. HENDRO SUSENO
4an HENDRA H SITUMORANG, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggot:
putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 diucapkan dalam sidang

ierbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota

vULI ZAENAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa d

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya :

Hakim Ketua.

H. A. FA MAM, S.H.,M.Hum

2 HENDRA H SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

]

YULI ZAENAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



